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ABSTRAK 
Hukum memiliki peran fundamental dalam pembangunan nasional karena 

berfungsi sebagai instrumen yang menjamin kepastian, keadilan, dan keterlibatan 
masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu sektor yang menjadi prioritas 
adalah pariwisata, termasuk di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang dikenal 
sebagai wilayah strategis dengan keanekaragaman hayati laut, khususnya kawasan 
pendaratan dan peneluran penyu. Satwa penyu, yang dilindungi oleh hukum, 
memiliki nilai ekologis penting bagi keseimbangan ekosistem laut sekaligus 
bernilai ekonomi melalui pariwisata bahari yang mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat pesisir. Kendati demikian, meskipun terdapat regulasi 
berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengaturan yang secara spesifik 
mengatur konservasi penyu belum tersedia. Kekosongan norma ini (rechtsvacuum) 
berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan provinsi, 
sehingga upaya konservasi lebih banyak bergantung pada kebijakan sektoral dan 
inisiatif masyarakat yang tidak selalu memiliki kekuatan mengikat. Penelitian ini 
menerapkan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan, konsep, serta perbandingan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara 
yuridis kewenangan provinsi dalam pengelolaan kelautan dan perikanan telah 
ditegaskan melalui Pasal 18 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014.  
Kata Kunci: Kewenangan Daerah, Konservasi Penyu, Kekosongan Norma. 



 
 

xxiii 
 

ABSTRACK 
Law has a fundamental role in national development because it serves as 

an instrument that ensures certainty, justice, and community involvement in the 
development process. One of the prioritized sectors is tourism, including in 
Banyuwangi Regency, East Java, which is known as a strategic area with marine 
biodiversity, especially sea turtle landing and nesting areas. Sea turtles, which are 
protected by law, have important ecological value for the balance of marine 
ecosystems as well as economic value through marine tourism that can improve the 
welfare of coastal communities. However, despite the existence of regulations in the 
form of Law No. 23/2014 on Regional Government and East Java Provincial 
Regulation No. 1/2018 on the Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands, 
regulations that specifically regulate sea turtle conservation are not yet available. 
This norm vacuum (rechtsvacuum) has implications for legal uncertainty in the 
implementation of provincial authority, so that conservation efforts depend more 
on sectoral policies and community initiatives that do not always have binding 
force. This research applies a normative legal method using statutory, conceptual, 
and comparative approaches. The results of the study show that juridically, 
provincial authority in marine and fisheries management has been affirmed through 
Article 18 of the 1945 Constitution and Law Number 23 of 2014.  
Keywords: Regional Authority, Turtle Conservation, Lack of Norms. 
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